SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR:62/Kpts/KPU-Kab.026.419168 /TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENGAH NOMOR:42 /Kpts/KPU-Kab.026.419168 /TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUTON TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran debat
publik/debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yang termuat dalam
Rincian Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:42/Kpts/KPU-
Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
Tengah Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5562);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

4. Peraturan ...



Memerhatikan

10.

-2-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Tengah Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN
2016 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah
Nomor:01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/1V/2016 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun
2017,
Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2016 tanggal 21
Desember 2016 tentang Perubahan Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

B

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:42 /Kpts/KPU-Kab.026.419168 / TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;
Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:42/Kpts/KPU-
Kab.026.419168/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton
Tengah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

uai dengan aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM
UUTON TENGAH

Hukum,
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SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:62 /Kpts/KPU-Kab.026.419168 /TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENGAH NOMOR:42/Kpts/KPU-Kab.026.
419168/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH
TAHUN 2017

Ketentuan angka 4 BAB IV huruf A diubah, sehingga BAB IV huruf A berbunyi
sebagai berikut :

BAB IV
METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1.

10.

11.

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf a angka 1), diselenggarakan oleh KPU
Kabupaten Buton Tengah dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga
Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.

Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada
angka 1 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan
frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda
melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada
masa Kampanye.

Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat
disiarkan ulang pada masa Kampanye.

Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1
diselenggarakan 1 (satu) kali pada masa Kampanye.

Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1
dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan
akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak
memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipilih oleh KPU Kabupaten
Buton Tengah.

KPU Kabupaten Buton Tengah dapat menghadirkan undangan dalam jumlah
terbatas.

KPU Kabupaten Buton Tengah memberikan akses bagi penyandang
disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon
dalam rangka:

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

memajukan Kabupaten Buton Tengah;

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

menyelesaikan persoalan Kabupaten Buton Tengah;

menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton
Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nasional; dan

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan
terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 9.

Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik atau
debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU

Pao T



12,

13.

14.

LB

Kabupaten Buton Tengah setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon

dan/atau Tim Kampanye.

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat

publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai

sanksi berupa :

a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah bahwa Pasangan Calon
yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
dan

b. tidak ditayangkan sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung
sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;

Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikecualikan bagi Pasangan

Calon :

a. yang sedang melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan
dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.

b. karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter.

Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud

pada angka 13 kepada KPU Kabupaten Buton Tengah paling lambat 3 (tiga)

hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,
ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

MM “KOMISI PEMILIHAN UMUM
ADE) \BUTON TENGAH




